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ABSTRACT 
This study aims to determine the law enforcement of neglected household defendants who 

have paid mut'ah and iddah livelihoods so as to identify legal certainty for the defendant. As for 
the background of this writing because there is no legal regulation concerning living that leads to 

neglect of the household so that legal certainty has not been created in the case of a crime of 

neglect of the household. This research is analytical descriptive research, and uses a normative 

juridical approach. The type of data used is secondary data, the source of the data obtained 

through literature study, legislation, the decision of the Judge of the Cianjur District Court and 

the Bandung High Court. Data collection techniques used are primary data in the form of 

documentation and secondary data which is library research. Based on this research, the results 

are obtained that, mut'ah and iddah are part of "abandonment" so that it is necessary to 

reconsider what law should be used as a reference for managing lex specialis derogate legi 

generalis. Evidence of livelihood payments submitted by the defendant in the trial process is not 

used as a consideration of judges in deciding cases, so the practice of mut'ah payment of 

livelihood and iddah livelihood after divorce by the defendant has no effect on the criminal justice 
process regarding the case of neglect of the household they live in. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terdakwa 
penelantaran rumah tangga yang  telah membayar  nafkah mut’ah dan  nafkah iddah sehingga 

dapat  mengidentifikasi kepastian hukum bagi terdakwa. Adapun yang  menjadi latar belakang 

penulisan ini karena belum adanya pengaturan hukum mengenai nafkah yang menjurus kepada 

penelantaran rumah tangga sehingga belum terciptanya kepastian hukum kasus tindak pidana 

penelantaran rumah tangga.  Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, 

dan dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi Penelitian ini bertempat di 

Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Tinggi Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan   adalah  data primer yang berupa 

dokumentasi dan data sekunder yang merupakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa, mut’ah dan iddah merupakan bagian daripada “nafkah” sehingga perlu 

dipertimbangkan kembali hukum apa yang harus dijadikan sebagai acuan menurus asa lex 
specialis derogate legi generalis. Bukti pembayaran nafkah yang diajukan oleh terdakwa dalam 

proses persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga 

praktik pembayaran nafkah mut’ah dan nafkah iddah setelah perceraian oleh terdakwa tidak 

memberikan pengaruh terhadap proses peradilan pidana mengenai kasus penelantaran rumah 

tangga yang dijalaninya.  

 
Kata kunci : Nafkah, Penelantaran Rumah Tangga, Kepastian Hukum 
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PENDAHULUAN  

Perkawinani merupakani ikatani yangi dibuati antarai seorangi laki-lakii dani 
seorangi perempuani sebagaii jalani yangi sahi dalami membentuki hubungani rumahi 

tanggai dengani tujuani mencapaii kehidupani yangi kekali dani bahagia.i Parai fuqahai 

(ahlii fiqih)i dalami masalahi inii berpendapati apabilai akadi nikahi telahi berlangsungi 
secarai sah,i makai konsekuensii yangi harusi dilaksanakani olehi pasangani suamii istrii 

adalahi memenuhii haki dani kewajibannya
1
.i  

Salahi satui haki yangi wajibi dipenuhii olehi seorangi suamii terhadapi istrinyai 

adalahi bertanggungi jawabi sepenuhnyai untuki memberikani nafkahnya
2
.i Nafkahi 

merupakani semuai kebutuhani dani keperluani yangi berlakui menuruti keadaani dani 

tempat,i sepertii makanan,i pakaian,i rumahi dani sebagainya
3
.i  

Ketentuani nafkahi dalami Kompilasii Hukumi Islami (untuki selanjutnyai 
disingkati sebagaii KHI)i ketentuani nafkahi terdapati padai Bagiani Ketigai Pasali 80i 

ayati (2)i yangi berbunyi: 

“Suamii wajibi melindungii istrinyai dani memberikani segalai sesuatui keperluani hidupi 
berumahi tanggai sesuaii dengani kemampuannya.”i  

Padai tanggali 22i Septemberi 2004i Pemerintahi RIi memberlakukani Undang-

Undangi No.i 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi 

Tanggai (untuki selanjutnyai disingkati UUi PKDRT).i UUi PKDRTi diberlakukani 
untuki memenuhii tuntutani masyarakati khususnyai perempuani untuki menjadikani 

tindaki KDRTi sebagaii bagiani darii tindaki pidanai yangi memungkinkani pelakunyai 

dihukum,i sertai menyelamatkani korbani darii keberlanjutani menjadii korbani sekaligusi 
sebagaii upayai mencegahi agari tidaki lagii terjadii KDRTi dalami keluargai Indonesia

4
.i  

Banyaki pasangani suamii istrii yangi mengalamii KDRTi dalami rumahi 

tangganyai berujungi padai perceraian.i Bagii merekai yangi beragamai Islam,i ketikai 
terjadii perceraiani dengani jatuhnyai talaki olehi suamii kepadai istrii (talaki raj‟i),i 

makai terdapati kewajibani bagii suamii untuki memberikani mut’ahi dani nafkahi iddahi 

bagii mantani istrinya. 

Nafkahi Mut’ahi adalahi pemberiani darii bekasi suamii kepadai istrinyai yangi 
dijatuhii talaki berupai uangi ataui bendai lainnya.i Sedangkani Nafkahi Iddahi adalahi 

nafkahi yangi wajibi diberikani kepadai istrii yangi ditalaki dani nafkahi inii berlangsungi 

selamai 3i bulani s/di 12i bulani tergantungi kondisii haidi istrii yangi dicerai.i Besarnyai 
pemberiani nafkahi mut’ahi dani iddahi Ali Qur‟ani tidaki mengaturi lebihi lanjuti 

besarannya
5
.i Dalami KHIi jugai tidaki dijelaskani secarai rincii berapai kadari nafkahi 

terhadapi istri.i Hali itui terdapati padai Pasali 80i Ayati 2i KHIi yangi berbunyi:i  

“Suamii wajibi melindungii istrinyai dani memberikani segalai suatui keperluani hidupi 
berumahi tanggai sesuaii dengani kemampuannya”.i  

Adapuni besarannyai dalami KHIi hanyai menyebutkani disesuaikani dengani 

kemampuani suamii dani kepatutan.i Dengani demikiani tidaki adai aturani yangi rincii 
mengenaii besarnyai pemberiani mut’ahi dani nafkahi iddahi olehi suamii kepadai istrii 

                                                
1i Abduli Hamidi Kisyik,i „Bimbingani Islami Untuki Mencapaii Keluargai Sakinah’,i Ali Bayan,i Bandung,i 
1999,i hlm.i 120 
2i Ibid,i hlm.i 128 
3i H.i Sulaimani Rasjid,i „Fiqihi Islam’,i Sinari Barui Algensindo,i Bandung,i 2010,i hlm.i 421 
4i Antoni Aulawi,i „Penelantarani Rumahi Tanggai Sebagaii Bentuki Kekerasani Menuruti Undang-Undangi 

No.i 23i Tahuni 2004’,i 2018,Vol.1.i No.1.i Jurnali Hukumi –i Universitasi Banteni Jaya,i hlmi 3. 
5i Alefi Musyahadahi Rahmah,i dkk,i „Perspektifi Dani Sikapi Hakimi Dalami Memutusi Perkarai Mut’ahi 
Dani Nafkahi Iddahi Dii Pengadilani Agamai Purwokerto,i Banyumas,i Purbalingga’,i 2017,i Vol.7.i No.1.i 
LPPMi Journali Universitasi Jendrali Soedirmani Purwokerto,i hlm.i 3 
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yangi diceraikannya.i Kondisii inii terbukai peluangi penafsirani bagii hakimi dalami 

memutusi perkarai tersebut. 
Kenyataani bahwai keberadaani Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i 

Tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai sangati membantui dalami 

mengatasii berbagaii masalahi dalami lingkupi keluargai namuni padai kenyataannyai 

tidaki sedikiti korbani maupuni pelakui yangi tidaki mendapatkani kepastiani hukumi 
sesuaii dengani hukumi positifi yangi berlakui dii Indonesia.i Ketikai menyelesaikani 

kasusi tindaki pidanai penelantarani rumahi tanggai (keluarga),i hakimi perlui 

membertimbangkani berbagaii hali yangi terdapati padai bukti-buktii yangi diajukan,i 
sertai unsur-unsuri yangi memenuhii pasali penelantarani rumahi tanggai (keluarga).i 

Jikai salahi satui buktii yangi meringankani diantaranyai adalahi putusani pengadilani 

agamai mengenaii perceraian,i dani pelakui tindaki pidanai penelantarani rumahi tanggai 
(keluarga)i sudahi membayari nafkahi mut’ahi dani nafkahi iddah,i namuni pelakui 

masihi tetapi dijatuhii pidanai dengani pasali penelatarani keluarga,i makai kemudiani 

perlui dilihati kembalii hal-hali yangi memenuhii unsur-unsuri dalami pasali 

penelantarani rumahi tanggai (keluarga)i mengingati pelakui sudahi membayarkani 
nafkahnyai sebagaii bagiani darii prosesi perceraiani yangi seharusnyai menjadii 

pertimbangani hakimi dalami membuati putusan. 

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam 
penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga 

negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. 

Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta 
pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar 

yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan 

budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak 

terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan 
kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurut dan yang muncul adalah 

kekerasan.
6
 

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara   dan 
bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat 

itu sendiri, yakni keadilan (rechtsvaardigheid atau justice). Dengan demikian keberadaan 

hukum merupakan sarana  untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir 

bathin dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum yang berkeadilan akan dapat 
terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang 

berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.
7
 

Salahi satui contohi kasusi mengenaii penelantarani rumahi tanggai (keluarga)i 
dimanai pelakui sudahi membayarkani nafkahi mut’ahi dani nafkahi iddahi dengani 

Putusani i Pengadilani Tinggii Bandungi Nomori 205/PID.Sus/2017/PTBdgi yaitui kasusi 

penelantarani rumahi tanggai (keluarga)i yangi dilakukani olehi Terdakwai Rizali 
Ardyantoi Bini Supardi,i atasi kasusi tersebuti hakimi memutusi terdakwai dengani 

pidanai selamai 10i (sepuluh)i bulani karenai terbuktii melakukani tindaki pidanai 

penelantarani rumahi tanggai sebagaimanai telahi diaturi dalami Pasali 49i hurufi ai 

Undang-Undangi No.i 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami 

                                                
6 Sahat Maruli Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan 

Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Vol.1, No. 1, Res Nullius-Law Jurnal, Fakultas 

Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019, hlm. 28  
7 Darwin Pane, Musa. "PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM 

PIDANA PERIHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI 
INDONESIA." Majalah Ilmiah UNIKOM 16 (2018). 
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Rumahi Tanggai berdasarkani pertimbangani bahwai terdakwai berprofesii sebagaii 

seorangi Polisii dani pidanai yangi telahi dijatuhkani olehi Majelisi Hakimi tingkati 
pertamai meuruti Majelisi Hakimi tingkati bandingi terlalui ringan. 

Berdasarkani uraiani yangi telahi diuraikani dii atasi terdapati beberapai 

permasalahani mengenaii bagaimanai penegakani hukumi terhadapi terdakwai tindaki 

pidanai Penelantarani Rumahi Tanggai yangi sudahi membayari nafkahi mut’ahi dani 
nafkahi iddahi berdasarkani Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi 

Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tangga,i dani bagaimanai kepastiani hukumi 

bagii terdakwai penelantarani rumahi tanggai (keluarga)i yangi sudahi membayari 
Nafkahi Mut’ahi dani Nafkahi Iddahi dikaitkani dengani Undang-Undangi Nomori 23i 

tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai dani Kompilasii 

Hukumi Islami (Studii kasusi putusani pengadilani nomori perkarai 
205/PID.Sus/2017/PTBdgi dii Pengadilani Tinggii Bandung). 

 

METODEi PENELITIAN 

Penelitiani inii merupakani penelitiani yangi bersifati deskriptifi analitis,i dani 

dani menggunakani metodei pendekatani yuridisi normatif.i Lokasii Penelitiani inii 

bertempati dii Pengadilani Negerii Cianjuri dani Pengadilani Tinggii Bandung.i Jenisi 
datai yangi digunakani adalahi datai sekunder.i Tekniki pengumpulani datai yangi 

digunakani i i adalahi i datai primeri yangi berupai dokumentasii dani datai sekunderi 

yangi merupakani penelitiani kepustakaan. 

 
PEMBAHASAN 

Penegakani Hukumi Terhadapi Terdakwai Tindaki Pidanai Penelantarani 

Rumahi Tanggai yangi Sudahi Membayari Nafkahi Mut’ahi dani Nafkahi Iddahi  

 

Pelaksanaani penegakani hukumi bertujuani untuki kepastiani hukum,i 

kemanfaatani hukumi itui sendirii sertai keadilani bagii masyarkat.i Kepastiani 
hukumi merupakani perlindungani yustisiabeli terhadapi tindakani sewenang-

wenang,i yangi berartii seseorangi akani memperolehi sesuatui yangi diharapkani 

dalami keadaani tertentu,i dengani adanyai kepastiani hukumi masyarakati akani 
lebihi tertib. 

Pelaksanaani hukumi ataui penegakani hukumi memberii manfaati ataui 

kegunaani bagii masyarakat,i ketikai hukumi dilaksanakani ataui ditegakkani jangani 
sampaii malahi menimbulkani keresahani dalami masyarakat,i dalami unsuri yangi 

ketigai yaitui keadilani karenai masyarakati sangati berkepentingani bahwai dalami 

pelaksanaani ataui penegakani hukum,i keadilani harusi benar-benari diperhatikan.i 

Selaini daripadai itui perlui jugai diperhatikani disini,i bahwai hukumi yangi 
dilaksanakani dani ditegakkani haruslahi hukumi yangi mengandungi nilai-nilaii 

keadilan.i  

Berbicarai mengenaii penegakani hukum,i padai putusani perkarai nomori 
205/PID.Sus/2017/PTBdgi dii Pengadilani Tinggii Bandungi terutamai hakimi 

mengutamakani hanyai padai penegakani berdasarkani hukumi positifi yangi berlakui 

(legalistici positivistic).i Prosesi peradilani pidanai bagii terdakwai tindaki pidanai 
penelantarani rumahi tanggai dilakukani sebagaimanai prosesi peradilani pidanai 

padai kasusi pidanai lainnyai dengani dasari sistemi pelaksanaani darii Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidanai yangi berisii tahapan-tahapani yangi harusi 

dilaluii secarai sistematisi dalami peradilani pidanai yaitu: 
1. Tahapi Penyidikani olehi kepolisian 
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2. Tahapi Penuntutani olehi kejaksaan 

3. Tahapi Pemeriksaani dii pengadilani olehi Hakim 

4. Tahapi pelaksanaani Putusani (eksekusi)i olehi kejaksaani dani lembagai 

pemasyarakatani  

Pengaturani hukumi yangi dipakaii dalami prosesi peradilani bagii pelakui 
tindaki pidanai penelantarani rumahi tangga,i sudahi diaturi dalami Undang-Undangi 

Nomori 23i Tahuni 2004i Tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi 

Tanggai (UUi PKDRT).i i Sebagaimanai yangi telahi penulisi sampaikani secarai 

rincii mengenaii pengaturani hukumi mengenaii tindaki pidanai penelantarani rumahi 
tanggai padai Babi 2i bahwai Penelantarani rumahi tanggai sebagaii salahi satui 

bentuki kekerasani dalami rumahi tangga,i menuruti Pasali 9i ayati (1)i dani (2)i 

yangi kemudiani pemidaannyai tercantumi dalami Pasali 49i UUi PKDRTi yaitu: 
“dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 3i (tiga)i tahuni ataui dendai 

palingi banyaki RP.i 15.000.000,00i (limai belasi jutai rupiah),i setiapi orangi 

yang:i a.i menelantarkani orangi laini dalami lingkupi rumahi tangganyai 
sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 9i ayati (1);i b.i menelantarkani orangi 

laini sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 9i ayati (2)”. 

Pasali 9i Ayati (1):i “Setiapi orangi dilarangi menelantarkani orangi dalami lingkupi 

rumahi tangganya,i padahali menuruti hukumi yangi berlakui baginyai ataui 
karenai persetujuani ataui perjanjiani iai wajibi memberikani kehidupan,i 

perawat,i ataui pemeliharani kepadai orangi tersebut.”i  

Pasali 9i Ayati (2):i “Penelantarani sebagaimanai dimaksudi padai ayati (1)i jugai 
berlakui bagii setiapi orangi yangi mengakibatkani ketergantungani ekonomii 

dengani carai membatasii dan/ataui melarangi untuki bekerjai yangi layaki dii 

dalami ataui dii luari rumahi sehinggai korbani beradai dii bawahi kendalii 

orangi tersebut”.i  
Penulisi mengabili salahi satui contohi perkarai Tindaki Pidanai Penelantarani 

Rumahi Tanggai dengani Terdakwai Rizali Ardyantoi dalami kasusi Tindaki Pidanai 

Penelantarani Rumahi Tanggai Nomori Perkarai 205/PID.Sus/2017/PTBdgi dii 
Pengadilani Tinggii Bandungi dipidanai dengani pidanai penjarai selamai 10i 

(sepuluh)i bulani setelahi melaluii prosesi peradilani sampaii tingkati Banding. 

Berbedai dengani kasusi penelantarani rumahi tanggai padai umumnya,i 
terdakwai Rizali Ardyantoi sebelumnyai telahi membayari nafkahi mut’ahi dani 

nafkahi iddahi sebagaii bagiani darii prosesi perceraiani dengani mantani isterinyai 

dii Pengadilani Agamai Cianjur.i Terdakwai mengajukani buktii pembayarani nafkahi 

kepadai hakimi namuni tidaki dijadikani sebagaii bahani pertimbangani dalami 
putusani hakimi (selaini daripadai profesii terdakwai sebagaii polisi)i dalami prosesi 

sidangnyai dii Pengadilani Negerii Cianjuri dengani Nomori Perkarai 

67/Pid.B/2017/PN.Cjr.i  
Pasali 9i ayati (1)i dani (2)i padai UUi PKDRTi yangi sudahi penulisi 

sebutkani diatasi dapati dimaknaii bahwa: 

a. “setiapi orang”.i Artinya,i baiki laki-lakii maupuni perempuan; 
b. “menelantarkan”.i Artinya,i tidaki memberikani nafkah,i tidaki memelihara,i 

membiarkani termasuki membatasii dan/ataui melarangi untuki bekerjai yangi 

layaki dii dalami ataui dii luari rumah; 

c. “rumahi tangga”.i Artinya,i baiki pelakui maupuni korbani adalahi orang-
orangi yangi adai dalami lingkupi rumahi tangga,i yaitui rumahi tanggai inii 

(suami,i istri,i dani anak),i termasuki orang-orangi yangi mempunyaii 

hubungani darah,i perkawinani (mertua,i menantu,i ipar,i dani besan),i 
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persusuan,i pengasuhan,i dani perwalian,i dani merekai yangi bekerjai 

membantui rumahi tanggai dani menetapi dalami rumahi tanggai 
bersangkutan. 

Katai “tidaki memberikani nafkah”i menjadii salahi satui tolaki ukuri darii 

adanyai perbuatani “menelantarkan”i agari seseorangi bisai dikatakani telahi 

melakukani penelantarani rumahi tangga.i Mengingati terdakwai merupakani 
seorangi yangi beragamai islam,i makai perlui jugai melihati isii daripadai Kompilasii 

Hukumi Islami yangi merupakani lexi specialisi jikai disandingkani dengani Undang-

Undangi PKDRTi yangi merupakani lexi generalis.i Mut‟ahi dani Iddahi diketahuii 
merupakani “Nafkah”,i makai jikai seseorangi didakwai dengani pasali penelantarani 

rumahi tanggai karenai tidaki memberikani nafkahi sedangkani terdakwai sudahi 

terbuktii memberikani nafkahnyai meskipuni merupakani nafkahi tersebuti 
merupakani nafkahi yangi dibayarkani setelahi perceraian,i perlui dikajii kembalii 

penerapani pasali yangi sesuai. 

Nafkahi mut’ahi yangi telahi dijelaskani dalami Pasali 158,i 159,i dani 160i 

Kompilasii Hukumi Islam,i yangi berbunyi:i  
Pasali 158:i “Mut’ahi wajibi diberikani olehi bekasi suamii dengani syarat: 

a. Belumi ditetapkani mahari bagii istrii ba’dai ali dukhul 

b. Perceraiani itui atasi kehendaki suami.” 

Pasali 159:i “Mut’ahi sunnati diberikani olehi bekasi suamii tanpai syarati 
tersebuti padai pasali 158” 

Pasali 160:i “Besarnyai mut’ahi disesuaikani dengani kepatutani dani 

kemampuani suami” 

 
Meskipuni tidaki diaturi besarannyai namuni sudahi cukupi jelasi bahwai mut’ahi 

merupakani nafkahi perceraiani dani dapati disebuti sebagaii “nafkah”.i Dalami 

islami i Nafkahi Mut’ahi adalahi pemberiani darii bekasi suamii kepadai istrinyai 
yangi dijatuhii talaki berupai uangi ataui bendai lainnya.i Sedangkani Nafkahi Iddahi 

adalahi nafkahi yangi wajibi diberikani kepadai istrii yangi ditalaki dani nafkahi inii 

berlangsungi selamai 3i bulani s/di 12i bulani tergantungi kondisii haidi istrii yangi 
dicerai.i Besarnyai pemberiani nafkahi mut’ahi dani iddahi Ali Qur‟ani tidaki 

mengaturi lebihi lanjuti besarannya. 

Melihati penjelasani tersebut,i makai dapati disimpulkani bahwai praktiki 

pembayarani Nafkahi mut’ahi dani nafkahi iddahi setelahi perceraiani olehi 
terdakwai tindaki pidanai penelantarani keluargai tidaki memberikani pengaruhi 

terhadapi prosesi peradilani pidanai mengenaii kasusi penelantarani rumahi tanggai 

yangi dijalaninyai karenai tidaki i adanyai kajiani lebihi lanjuti mengenaii hukumi 
manai yangi seharusnyai diterapkani apabilai merujuki padai asasi lexi specialisi 

derogati legii generalisi ataui hukumi yangi bersifati khususi mengesampingkani 

yangi bersifati umum.i  
 

Kepastiani Hukumi Bagii Terdakwai Penelantarani Rumahi Tanggai Yangi 

Sudahi Membayari Nafkahi Mut’ahi dani Nafkahi Iddahi (Studii Kasusi 

Putusani Nomori 205/PID.Sus/2017/PTBdgi dii Pengadilani Tinggii Bandung) 
 

Seorangi terdakwai penelantarani rumahi tanggai memilikii kedukani samai 

dengani terdakwai pidanai lainnyai atasi kepastiani hukumi yangi didapatkannyai dii 
hadapani hukum,i sebagaimanai yangi diaturi dalami Undang-Undangi Dasari 1945i 

Pasali 28i Di ayati 1i yaitu: 
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“Setiapi orangi berhaki atasi pengakuan,i jaminan,i perlindungan,i dani 

kepastiani hukumi yangi adili sertai perlakuani yangi samai dii hadapani 
hukum”. 

Hukumi bertugasi menciptakani kepastiani hukumi karenai bertujuani untuki 

menciptakani ketertibani dalami masyarakat.i Kepastiani hukumi merupakani cirii 

yangi tidaki dapati dipisahkani darii hukumi terutamai untuki normai hukumi 
tertulis.i Kepastiani hukumi diartikani sebagaii kejelasani normai sehinggai dapati 

dijadikani pedomani bagii masyarakati yangi dikenakani peraturan.i Pengertiani 

kepastiani tersebuti dapati dimaknaii bahwai adai kejelasani dani ketegasani terhadapi 
berlakunyai hukumi dii dalami masyarakat.i  

Terdakwai Rizali Ardyantoi telahi mengajukani buktii pembayarani 

nafkahnyai dihadapani hakimi dalami kasusi Tindaki Pidanai Penelantarani Rumahi 
Tanggai Nomori Perkarai 67/Pid.B/2017/PN.Cjri dii Pengadilani Negerii Cianjur.i 

Namuni dalami putusannya,i hakimi tidaki menjadikani buktii tersebuti sebagaii 

bahani pertimbangani dalami memutusi perkara. 

Putusani hakimi selalui didasarii padai surati pelimpahani perkarai yangi 
memuati seluruhi dakwaani atasi kesalahani terdakwa.i Selaini itu,i putusan,i putusani 

hakimi jugai tidaki bolehi terlepasi darii faktai persidangani ataui prosesi pembuktiani 

selamai masai persidangan.i Perani hakimi dalami mengadilii suatui perkarai pidanai 
sangati pentingi ketikai putusani ataui vonisi telahi dibuati ataui dibacakan.i Putusani 

hakimi sangati menentukani nialaii suatui kebenarani dani menentukani salahi ataui 

tidaknyai suatui pebuatani yangi dilakukani olehi seseorang.i  
Menuruti pasali 1i ayati (8)i Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1981i 

tentangi Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidanai (KUHAP)i yangi berbunyi: 

“Hakimi adalahi pejabati peradilani negarai yangi diberii wewenangi olehi 

undang-undangi untuki mengadili.” 
Katai “mengadili”i sebagaii rangkaiani tindakani hakimi untuki menerima,i 

memeriksa,i dani memutusi perkarai berdasarkani asasi bebas,i jujuri dani tidaki 

memihaki dalami sidangi perkarai pidana.i Hakimi sebagaii orangi yangi 
menegakkani hukumi demii keadilani ketikai hendaki menjatuhkani putusani 

berlandaskani padai aturani yangi berlakui dalami undang-undangi dani memakaii 

pertimbangani berdasarkani alati buktii yangi sahi sertai parai saksii yangi telahi 

disumpahi dii depani persidangan.i  
Alati buktii yangi dipergunakani sebagaii bahani pertimbangani hakim,i 

menuruti KUHAPi adalahi alat-alati buktii yangi sah.i Alati buktii tersebuti berupai 

keterangani ahli,i surat,i petunjuki dani keterangani terdakwa,i hali inii bertujuani 
untuki mendapatkani keyakinani bahwai suatui tindaki pidanai telahi terjadii dani 

terdakwalahi yangi bersalahi melakukannya.i Faktai persidangani menjadii dasari 

ataui bahani untuki menyusuni pertimabangani sebelumi majelisi hakimi membuati 
analisisi hukumi yangi kemudiani memperolehi keyakinani untuki menilaii apakahi 

terdakkwai dapati dipersalahkani dani patuti dihukumi ataui tidak.i  

Berdasarkani putusani Pengadilani Negerii Cianjuri dengani Nomori Perkarai 

67/Pid.B/2017/PN.Cjri disebutkani beberapai poini darii hasili pemeriksaani 
terdakwai yangi salahi satunyai terdapati padai poini “q”i yaitu: 

“Bahwa,i dalami perkarai perceraiani tersebuti Terdakwai jugai dihukumi 

nafkahi mut’ahi dani iddahi darii bulani Julii sebesari Rp.i 30.000.000,-i (tigai 
puluhi jutai rupiah)i dani sudahi Terdakwai berikani kepadai korban;” 

Padai keterangannya,i terdakwai sudahi menyerahkani buktii transferi uangi 

dengani jumlahi yangi samai dengani harapani agari dapati dijadikani buktii yangi 
dapati meringankani ataui bahkani menghapusi pidanai yangi dijalaninya.i Namuni 
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jikai melihati isii darii putusani hakimi padai perkarai nomori 67/Pid.B/2017/PN.Cjri 

bahwai pembayarani nafkahi mut’ahi dani iddahi tersebuti tidaki dijadikani sebagaii 
pertimbangani hakimi dalami memutusi perkarai tersebut.i  

Tindaki pidanai penelantarani rumahi tanggai dijelaskani dalami pasali 9i ayati 

(1)i dani (2)i Undang-Undangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tangga,i 

keduai pasali tersebuti memilikii maknai bahwai seseorangi harusi melakukani 
perbuatani “menelantarkan”i yangi salahi satui isinyai mencakupi “tidaki memberii 

nafkah”i agari dapati disebuti sebagaii tindaki pidanai penelantarani rumahi tangga.i  

Sepertii dijelaskani sebelumnyai bahwai nafkahi mut’ahi dani nafkahi iddahi 
dijelaskani dii dalami Kompilasii Hukum.i Namuni tidaki adai peraturani yangi 

menjelaskani mengenaii pembayarani nafkahi yangi berujungi padai penelantarani 

rumahi tangga.i Tujuani utamai penegakani hukumi adalahi untuki mewujudkani 
adanyai rasai keadilan,i kepastiani hukum,i dani kemanfaatani dalami masyarakat.i 

Dalami prosesi tersebut,i makai harusi mencerminkani aspeki kepastiani dani 

ketertibani hukum.i Belumi adanyai peraturani yangi jelasi mengenaii nafkahi yangi 

berujungi padai tindaki pidanai penelantarani rumahi tanggai mencerminkani belumi 
tercapainyai kepastiani hukumi bagii terdakwai dani prosesi hukumnyai perlui dikajii 

kembali,i hukumi manai yangi seharusnyai dipakaii dalami menyelesaikani perkarai 

tersebuti karenai masing-masingi antarai prosesi pembayarani nafkahi dani tindaki 
pidanai penelantarani rumahi tanggai berdirii sendirii dani tidaki berhubungan.i  

 

KESIMPULAN 

Penulisi mengambili studii kasusi darii perkarai Tindaki Pidanai Penelantarani 

Rumahi Tanggai Nomori Perkarai 205/PID.Sus/2017/PTBdgi dii Pengadilani Tinggii 

Bandungi dengani Terdakwai bernamai Rizali Ardyanto.i Berbedai dengani kasusi 
penelantarani rumahi tanggai padai umumnya,i terdakwai Rizali Ardyantoi 

sebelumnyai telahi membayari nafkahi mut’ahi dani nafkahi iddahi sebagaii bagiani 

darii prosesi perceraiani dengani mantani isterinyai dii Pengadilani Agamai Cianjur.i 

Terdakwai mengajukani buktii pembayarani nafkahi kepadai hakimi dalami prosesi 
sidangnyai dii Pengadilani Negerii Cianjuri dengani Nomori Perkarai 

67/Pid.B/2017/PN.Cjr.i  

Katai “tidaki memberikani nafkah”i menjadii salahi satui tolaki ukuri darii 
adanyai perbuatani “menelantarkan”i agari seseorangi bisai dikatakani telahi 

melakukani penelantarani rumahi tangga.i Mengingati terdakwai merupakani seorangi 

yangi beragamai islam,i makai perlui jugai melihati isii daripadai Kompilasii Hukumi 
Islami yangi merupakani lexi specialisi jikai disandingkani dengani Undang-Undangi 

PKDRTi yangi merupakani lexi generalis.i Mut‟ahi dani Iddahi diketahuii merupakani 

“Nafkah”,i makai jikai seseorangi didakwai dengani pasali penelantarani rumahi 

tanggai karenai tidaki memberikani nafkahi sedangkani terdakwai sudahi terbuktii 
memberikani nafkahnyai meskipuni merupakani nafkahi tersebuti merupakani nafkahi 

yangi dibayarkani setelahi perceraian,i perlui dikajii kembalii penerapani pasali yangi 

sesuai. 
Buktii pembayarani nafkahi yangi diajukani olehi terdakwai dalami prosesi 

persidangani tidaki dijadikani sebagaii pertimbangani hakimi dalami memutusi 

perkara,i sehinggai dapati disimpulkani bahwai praktiki pembayarani Nafkahi mut’ahi 
dani nafkahi iddahi setelahi perceraiani olehi terdakwai tindaki pidanai penelantarani 

keluargai tidaki memberikani pengaruhi terhadapi prosesi peradilani pidanai 

mengenaii kasusi penelantarani rumahi tanggai yangi dijalaninyai karenai tidaki i 

adanyai kajiani lebihi lanjuti mengenaii hukumi manai yangi seharusnyai diterapkani 



 
    Vol. 3 No. 1 Januari 2021 

9 

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia| http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law  

 

apabilai merujuki padai asasi lexi specialisi derogati legii generalisi ataui hukumi 

yangi bersifati khususi mengesampingkani yangi bersifati umum.i  
Nafkahi mut’ahi dani nafkahi iddahi dijelaskani dii dalami Kompilasii 

Hukum.i Namuni tidaki adai peraturani yangi menjelaskani mengenaii pembayarani 

nafkahi yangi berujungi padai penelantarani rumahi tangga.i Tujuani utamai 

penegakani hukumi adalahi untuki mewujudkani adanyai rasai keadilan,i kepastiani 
hukum,i dani kemanfaatani dalami masyarakat.i Dalami prosesi tersebut,i makai 

harusi mencerminkani aspeki kepastiani dani ketertibani hukum.i Belumi adanyai 

peraturani yangi jelasi mengenaii nafkahi yangi berujungi padai tindaki pidanai 
penelantarani rumahi tanggai mencerminkani belumi tercapainyai kepastiani hukumi 

bagii terdakwai dani prosesi hukumnyai perlui dikajii kembali,i hukumi manai yangi 

seharusnyai dipakaii dalami menyelesaikani perkarai tersebuti karenai masing-masingi 
antarai prosesi pembayarani nafkahi dani tindaki pidanai penelantarani rumahi tanggai 

berdirii sendirii dani tidaki berhubungan. 

 

SARAN 

Adapuni sarani yangi dapati penulisi berikan diharapkani adanyai kajiani 

lebihi lanjuti mengenaii pelaksanaani prosesi peradilani pidanai terutamai penegakani 
tindaki pidanai penelantarani rumahi tanggai yangi melibatkani pembayarani nafkahi 

sebagaii salahi satui faktori ataui unsuri yangi membuati seseorangi dinyatakani 

melakukani tindaki pidanai penelantarani rumahi tanggai sehinggai dapati 

terciptanyai penegakani hukumi yangi baiki dani diharapkani Undang-Undangi 
Nomori 23i Tahuni 2004i tentangi Penghapusani Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai 

khususnyai mengenaii Penelantarani Rumahi Tanggai dapati memberii kepastian.i 

Terlebihi lagii Pengaturani mengenaii pelaksanaani pemberiani nafkahi yangi 
berujungi padai Tindaki Pidanai Penelantarani Rumahi Tanggai agari terciptanyai 

kepastiani hukumi sesuaii dengani tujuani hukumi pidanai yangi dicita-citakan.i Jikai 

dilihati lagi,i bahwai sanksii pidanai merupakani ultimumi remidiumi yangi 

mengatakani bahwai hukumi pidanai hendaklahi dijadikani upayai terakhiri dalami 
hali penegakani hukum.i Hali inii memilikii maknai apabilai suatui perkarai dapati 

diselesaikani melaluii jaluri laini (kekeluargaan,i negosiasi,i mediasi,i perdata,i 

ataupuni hukumi administrasi)i hendaklahi jaluri tersebuti terlebihi dahului dilalui.i 
Mengingati bahwai terdakwai sudahi menyelesaikani permasalahannyai melaluii 

jaluri perdatai yaitui perceraiani dani melaksanakani putusani hakimi yangi salahi 

satunyai yaitui membayari nafkahi mut’ahi dani nafkahi iddah,i makai diharapkani 
prosesi peradilani pidanai tidaki perlui dijalani.i  
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